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memberikan ilmu, kesempatan serta kesehatan kepada penulis. 

Penulis dapat menyelesaikan tesis ini dalam rangka 
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“PENGAWASAN PADA USAHA DEPOT AIR MINUM (DAM) 

DALAM MEMENUHI PERSYARATAN HIGIENE SANITASI DI 

KOTA SEMARANG”. 

Dalam penulisan tesis ini, penulis ingin menggambarkan 

pengawasan pada usaha DAM, yang dilakukan oleh Pemerintah 

Kota Semarang dan pengusaha DAM. Menurut hasil penelitian yang 

telah dilakukan dapat diuraikan bahwa Pemerintah Kota Semarang 

tidak Membentuk produk hukum dasar yang mengatur usaha DAM. 

Oleh karena itu perijinan dan pengawasan DAM mendasarkan pada 

Peraturan Menteri Kesehatan atara lain Nomor 492/Menkes/ 

Per/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum, Nomor 

736/Menkes/Per/VI/2010 tentang Tata Laksana Pengawasan 

Kualitas Air Minum, dan Nomor 43 tahun 2014 tentang Higiene dan 

Sanitasi Depot Air Minum (DAM). 
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yang dilakukan oleh pemilik usaha DAM dilaksanakan berdasarkan 

ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492/Menkes/ 

Per/IV/2010, Nomor 736/Menkes/Per/VI/2010 dan Nomor 43 tahun 

2014. 
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ABSTRAK 

Kota Semarang sebagai kota metropolitan memiliki potensi 
masalah dalam pemenuhan kebutuhan air minum bagi warganya 
karena keterbatasan pelayanan PDAM. Oleh karena itu, usaha DAM 
terus bertambah setiap tahun, sehingga menimbulkan persoalan 
pengawasan atas persyaratan higiene sanitasi DAM baik dari aspek 
pengaturan maupun pelaksanaan pengawasan terhadap usaha 
DAM. Pengawasan pada usaha DAM dalam memenuhi persyaratan 
higiene sanitasi dilakukan secara eksternal maupun internal. 
Pengawasan eksternal maupun internal merupakan aspek penting 
yang harus dilakukan guna memberikan jaminan perlindungan 
kepada konsumen dalam mengkonsumsi air minum isi ulang.  

Metode pendekatan yang digunakan adalah kualitatif, Jenis 
pendekatan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis (socio-legal 
approach). Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif 
analitik. Menggunakan data primer dan sekunder. Teknik 
pengambilan sampel menggunakan purposive sampling. Aspek 
yuridis yang diteliti adalah ketentuan hukum tentang perlindungan 
konsumen dan kesehatan atau Peraturan Menteri Kesehatan tentang 
pengawasan terhadap DAM. Aspek sosiologis yang diteliti adalah 
pelaksanaan pengawasan pada usaha DAM di kota Semarang.  

Hasil penelitian diperoleh bahwa hingga saat ini Pemerintah 
Kota Semarang tidak menerbitkan produk hukum daerah yang 
mengatur tentang usaha DAM baik perijinan maupun 
pengawasannya. Namun demikian, Pemerintah Kota Semarang 
memiliki kewenangan sebagai pelaksanaan asas otonomi 
sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 
2014. Jumlah tenaga pengawas yang ditunjuk oleh  Dinas Kesehatan 
Kota Semarang adalah 43 dari Dinas Kesehatan Kota Semarang dan 
Puskesmas diseluruh kota Semarang. Periode dalam melakukan 
pengawasan kepada DAM dilakukan 1 tahun sekali, sesuai dengan 
alokasi dana dari Pemerintah Kota Semarang.  

Teknis pengawasan mendasarkan pada peraturan perundang-
undangan yang telah diterbitkan oleh Pemerintah Pusat, antara lain 
Nomor 492/Menkes/Per/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air 
Minum, Nomor 736/Menkes/Per/VI/2010 tentang Tata Laksana 
Pengawasan Kualitas Air Minum, dan Nomor 43 Tahun 2014 tentang 
Hygiene dan Sanitasi Depot Air Minum (DAM).  Namun demikian, 
baik Pemerintah Kota Semarang maupun pemilik usaha DAM belum 
menjalankan pengawasan secara utuh sebagaimana diatur dalam 
ketiga peraturan menteri tersebut karena adanya beberapa 
hambatan baik yuridis maupun teknis. 

 
Kata kunci :  pengawasan, Depot Air Minum (DAM), higiene 
sanitasi. 
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ABSTRACT  
 

Semarang is a metropolitan city which has a limitation service 
of drinking water for their citizen because of PDAM limitation service. 
Besides that, DAM business increase every year. It is proven by 
some problems that occurred in rule aspect or even the application of 
DAM sanitation hygiene itself. 

The monitoring on DAM business to conform of sanitary 
hygiene that conducted as external or internal. Those aspects are 
important to gives customers guarantee protection in refill drinking 
water. The external control conducted by the city health department, 
while internal control is performing by the owner of DAM business.  

The method of the study is Qualitative analysis supported by 
quantitave was applied in socio legal approach. Specification used 
descriptive analytic with purposive sampling technique to taken the 
samples. It consist of primer and skunder data. The Legal aspect is 
about customer protection law of health or ministry of health about 
monitoring of DAM. Sociological aspect is implemention on 
monitoring business DAM in Semarang city. 

The result of the study showed the government of Semarang 
does not publish the laws of region about the license and monitoring 
business DAM. However, Semarang governments’ have authority as 
the implementing autonomy basis that according to Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 The inspector who appointed by the 
department of health in Semarang was 43 people; consist of health 
department Semarang and Puskesmas in Semarang. Their jobs are 
developing and monitoring of water quality. In this case, conducted 1 
year based on the allocation funds from the government Semarang. 
Based on the test showed that 22 DAM (73,33%) water drinking 
quality is not routinely done by the owner of DAM. Only 1 DAM 
(3,33%) who checked each month in laboratory that appointed by the 
government or has been accredited. And 7 DAM (23,33%) the owner 
of DAM said that never checked their water drinking quality.  

The monitoring implementation have not absolutely done 
according to the rule of Minister of health Nomor 492 
/Menkes/Per/IV/2010 states the requirement of water drinking quality, 
Nomor 736/Menkes/per/IV/2010 states procedure monitoring of water 
drinking quality, Nomor 43 tahun 2014 about hygiene and sanitation 
DAM. In the monitoring implementation above, Department of health 
and the owner of DAM found obstacles as juridical and technical.  

 
Key words :  Monitoring, Depot Air Minum (DAM), Hygiene 
sanitation 
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